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ABSTRACT 

According to Law Number 23 of 2014, regional revenue sources consist of: Regional Own 
Revenue (Pendapatan Asli Daerah, PAD), transfer revenue, and other legitimate regional revenue. 
PAD consists of regional taxes, regional retributions, proceeds from the management of separated 
regional assets, and other legitimate own regional revenues. Advertising Tax (Pajak Reklame) is one 
of the types of regional taxes that significantly contributes to PAD. The Regional Revenue Agency 
(Badan Pendapatan Daerah) has the authority to collect regional taxes, including the Advertising 
Tax. The purpose of this review is to examine the implementation of the collection and billing of 
Advertising Tax in Bogor City and to identify the obstacles in the process of billing and collecting 
Advertising Tax in Bogor City. Based on the review results, the collection and billing of Advertising 
Tax in Bogor City have been carried out according to the applicable regulations, namely Bogor City 
Regional Regulation No. 4 of 2011 concerning Advertising Tax. The obstacles faced include 
difficulties in locating taxpayers, taxpayer domicile and third parties not residing in Bogor City, and 
the limited number of personnel on the advertising tax team. The Regional Revenue Agency of Bogor 

City has made efforts to overcome these obstacles by implementing measures such as the closure and 
threat of dismantling advertisements as effective actions in tax collection, being proactive in 
contacting taxpayers, and coordinating with other regional apparatus officers as a step to address the 
encountered challenges. 
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ABSTRAK 
Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Sumber pendapatan daerah terdiri 

atas: Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan 
daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari pajak daerah, retribusi 
daerah, hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah 
yang sah. Pajak Reklame merupakan salah satu jenis pajak daerah yang kontribusinya 
cukup potensial bagi Pendapatan Asli Daerah. Badan Pendapatan Daerah memiliki 
kewenangan dalam memungut Pajak Daerah salah satunya adalah Pajak Reklame. 
Tujuan dilakukan peninjauan ini adalah untuk meninjau pelaksanaan pemungutan serta 
penagihan Pajak Reklame di Kota Bogor, dan meninjau hambatan dalam proses 
penagihan dan pemungutan Pajak Reklame di Kota Bogor. Berdasarkan hasil tinjauan, 
pelaksanaan pemungutan dan penagihan pajak reklame di Kota Bogor telah dilakukan 
sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu Peraturan Daerah Kota Bogor No. 4 Tahun 
2011 tentang Pajak Reklame. Hambatan yang dihadapi yaitu kesulitan menemui Wajib 
Pajak, domisili Wajib Pajak dan pihak ketiga yang tidak berada di Kota Bogor, serta 
jumlah personil tim pajak reklame yang terbatas. Bapenda Kota Bogor telah melakukan 
upaya dalam mengatasi hambatan proses pemungutan dan penagihan Pajak Reklame di 
Kota Bogor dengan melakukan tindakan penutupan serta ancaman tindakan 

pembongkaran reklame sebagai tindakan efektif dalam penagihan Pajak Reklame, 
bersikap proaktif dalam menghubungi wajib pajak, serta Bapenda Kota Bogor juga 
melakukan koordinasi dengan petugas perangkat daerah lainnya sebagai langkah dalam 
mengatasi hambatan yang dihadapi. 
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PENDAHULUAN 

Tujuan suatu negara adalah untuk mengembangkan pembangunan nasional. Untuk 
merealisasikan tujuan tersebut diperlukan adanya peranan masyarakat dan pemerintah. 
Dalam melaksanakan pembangunan nasional tidak lepas dari kontribusi pendapatan 
sebuah negara. Untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan melaksanakan 
pembangunan nasional, maka pemerintah memerlukan pendanaan dari dalam negeri.  

Menurut Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dijelaskan 
bahwa “Pendapatan negara terdiri atas penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak, dan 
hibah”. Di Indonesia pajak berperan penting untuk kesejahteraan masyarakat. Pajak 
memiliki kontribusi tinggi bagi pembangunan nasional sebab pendapatan negara terbesar 

diperoleh dari pajak, tanpa pajak maka sebagian besar kegiatan akan sulit untuk 
dilakukan. Menurut Mardiasmo (2016:3) Pajak merupakan kewajiban dari rakyat kepada 
negara yang dipungut sesuai undang-undang tanpa adanya imbalan secara langsung, 
yang dipergunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Pada tahun 2022 pendapatan 
pajak di Indonesia mencapai 78,99% dari pendapatan negara. Berikut realisasi 
pendapatan negara Indonesia tahun 2022 
Tabel 1. Realisasi Pendapatan Negara tahun 2022 

Sumber Penerimaan Realisasi Persentase 

Penerimaan Perpajakan 192.493.750.000.000.000 78,99% 

Penerimaan Bukan Pajak 51.092.960.000.000.000 20,97% 

Hibah 101.070.000.000.000 0,04% 

Jumlah 243.687.780.000.000.000 100,00% 

Sumber: www.bps.go.id 
Penerimaan yang berasal dari pajak dalam tabel di atas terlihat menjadi penyumbang 

utama pendapatan negara sebesar 78,99% sementara perimaan yang berasal dari bukan 
pajak menyumbangkan sebesar 20,97% dan penerimaan dari hibah sebesar 0,04% dari 
pendapatan negara. Pajak memang tidak memberikan manfaat secara langsung, namun 
pajak memiliki peran penting dalam membangun perekonomian negara. Selain untuk 
membangun perekonomian negara serta pembangunan nasional, pajak memiliki peranan 
yang sangat penting bagi sektor pendidikan, kesehatan, serta fasilitas publik lainnya. 

Di Indonesia, kewenangan atas pemungutan pajak terbagi atas Pajak Pusat dan Pajak 
Daerah. Pajak Pusat merupakan Pajak yang digunakan untuk mendanai rumah tangga 
suatu negara. Dalam praktiknya, pengelolaan dan pemungutan Pajak Pusat dilakukan 
oleh pemerintah pusat, terutama oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Kementerian 
Keuangan. Pemerintah menggunakan pajak pusat untuk keperluan belanja negara. KPP 
(Kantor Pelayanan Pajak) atau KP2KP (Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi 
Perpajakan) dan Kantor Pusat DJP (Direktorat Jenderal Pajak) melayani semua 
administrasi dari pajak pusat. Sementara Kantor Dinas Pendapatan Daerah atau Kantor 
Pajak Daerah digunakan pemerintah daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota 
untuk melayani administrasi pajak daerah yang digunakan untuk mendanai pengeluaran-
pengeluaran daerah.  

Pajak yang dipungut oleh pusat, yaitu: Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM), Bea 
Materai, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), PBB Perkebunan, Perhutanan dan 
Pertambangan, serta Pajak Penghasilan (PPh). Sedangkan Pajak Daerah terbagi menjadi 
Pajak yang dipungut oleh Provinsi serta Pajak yang dipungut oleh Kabupaten/Kota. 
Pajak Daerah yang dipungut oleh Provinsi terdiri dari: Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), 

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB), Pajak Bea Balik Nama Kendaraan 
Bermotor (BBN-KB),Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), serta Pajak Rokok. Sementara 
Pajak Daerah di Kabupaten atau Kota terdiri dari Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah 
dan/atau Bangunan (BPHTB), Pajak Hiburan, Pajak Hotel, Pajak Penerangan Jalan, 
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Pajak Restoran, Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan, Pajak Reklame, Pajak Air 
Tanah, Pajak Parkir, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, serta Pajak 
Sarang Burung Walet. 

Indonesia melaksanakan sistem desentralisasi, menurut Sunarno dalam Marit (2021) 
desentralisasi merupakan penyerahan tanggung jawab dari penyelenggaraan negara 
kepada penyelenggaraan pemerintahan daerah. Desentralisasi ini harus dilengkapi 
dengan otonomi daerah. Tertulis dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 18 ayat 
2 bahwa “Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur sendiri 
urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”. Otonomi daerah 
merupakan hak dan otoritas daerah untuk mengatur dan menjalankan rumah tangga serta 
pemerintahannya sendiri sesuai dengan potensi dan kemampuan daerah berdasarkan 
perundang-undangan. 

Mardiasmo dalam Marit (2021) menyatakan bahwa otonomi daerah harus mendasari 

prinsip-prinsip sebagai berikut: partisipasi masyarakat, pemerataan dan keadilan, 
demokrasi, serta memperhatikan potensi dan keragaman daerah. Status daerah sebagai 
daerah otonom mempunyai dua tujuan dasar yaitu administrasi dan politik. Secara 
administratif, adanya otonomi tersebut dapat mempersempit rentang pelayanan kepada 
masyarakat, sedangkan secara politik meningkatkan keterlibatan dan partisipasi 
masyarakat dalam pemerintahan. 

Adanya otonomi daerah di Indonesia pelaksanaannya sejalan dengan adanya 
Desentralisasi Fiskal, yaitu memberikan Pemerintah Daerah kewenangan untuk 
memungut pajak dan mengelola perekonomian daerah. Daerah harus mampu membiayai 
biaya pembangunan secara mandiri. Oleh karena itu, pendelegasian tugas yang dilakukan 
oleh pemerintah daerah dalam otonomi harus diiringi dengan pelimpahan keuangan. 
Salah satu tujuan adanya otonomi daerah adalah memperkuat kemandirian daerah. 

Pemerintah daerah harus memiliki kemampuan mengidentifikasi, mengumpulkan, serta 
mengelola sumber pendapatan yang ada di daerahnya.  

Setiap daerah wajib melakukan pemungutan atas pajak untuk meningkatkan sumber 
pendapatan bagi pembangunan daerah. Dalam meningkatkan PAD (Pendapatan Asli 
Daerah), daerah berwenang untuk memperoleh dana sesuai dengan potensi daerah 
masing-masing. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, “Sumber pendapatan 
daerah terdiri atas: Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer, dan lain-lain 
pendapatan daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari pajak daerah, 
retribusi daerah, hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli 
daerah yang sah”. PAD (Pendapatan Asli Daerah) dipengaruhi oleh kemampuan dari 
pengelolaan administrasi suatu daerah, karena salah satu sektor yang menyumbangkan 
kontribusi besar terhadap Pendapatan Asli Daerah adalah Pajak Daerah. Sebagaimana 
tertulis dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah dijelaskan bahwa “Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah 
yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-
Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk 
keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. 

Satu dari beberapa  pajak daerah yang dipungut oleh Kabupaten/Kota adalah pajak 
reklame. Reklame merupakan suatu media atau benda yang menurut bentuk dan sifatnya 
mempunyai tujuan profitabel dan digunakan untuk memberikan informasi tentang 
barang, jasa maupun orang, ataupun untuk menarik perhatian masyarakat. Pajak 
Reklame merupakan biaya yang harus dibayarkan oleh pengiklan untuk penyelenggaraan 
reklame. Pajak Reklame merupakan pajak yang cukup potensial bagi Kota Bogor karena 
mobilitas pengunjung Kota Bogor yang tinggi sehingga pemasangan iklan berupa reklame 
bertebaran di jalan utama Kota Bogor.  

Bagi daerah yang berhasil membangun dan mengembangkan daerahnya, pajak 

reklame merupakan sumber PAD yang cukup potensial.  Berikut kontribusi pajak reklame 
terhadap PAD di Kota Bogor selama tahun 2018-2022 
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Tabel 2. Kontribusi Pajak Reklame terhadap PAD 2018-2022 

Tahun Pendapatan Asli 

Daerah 

Realisasi Pajak 

Reklame 

Kontribusi 

2018 912.197.971.288 10.926.253.439 1,20% 

2019 1.012.529.573.960 11.708.055.331 1,16% 

2020 872.017.242.152 8.859.838.240 1,02% 

2021  10.540.761.568 0,98% 

2022 1.147.619.218.758 11.924.969.851 1,04% 

Sumber: Bapenda Kota Bogor 
Kontribusi pajak reklame terhadap PAD di Kota Bogor sesuai dengan tabel di atas 

pada tahun 2018 sebesar 1,20%. Pada tahun 2019 kontribusi Pajak Reklame terhadap 
PAD menurun 0,04%. Di tahun 2020 kontribusi Pajak Reklame semakin menurun 
dengan penurunan sebesar 0,14% hal ini diakibatkan adanya Pandemi Covid-19. Pada 
tahun 2021 kontribusi Pajak reklame terhadap PAD sebesar 0,98% dan di tahun 2022 
Kontribusi Pajak Reklame naik menjadi 1,04%. 

Penetapan objek pajak reklame didasarkan pada Peraturan Daerah Kota Bogor 
Nomor 4 tahun 2011 mengenai pajak reklame. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 
tahun 2011 dijelaskan “Dasar pengenaan pajak adalah NSR”, NSR merupakan Nilai 
Sewa Reklame, dalam penghitungannya harus  memperhatikan faktor-faktor sebagai 
berikut: jenis, lokasi, sudut pandang posisi, jalur jalan, bahan yang digunakan, ketinggian, 
ukuran media reklame, jumlah, serta jangka waktu penyelenggaraan. Ada tiga jenis 
sistem pemungutan pajak, di Indonesia sendiri pemungutan pajaknya menganut Self 

Assessment System, Self Assessment System merupakan sistem pemungutan pajak di mana 

Wajib Pajak dapat menentukan besaran pajak terutang yang harus dibayar. Tata cara 
pemungutan pajak reklame di Kota Bogor adalah Wajib Pajak bertanggung jawab untuk 

membayar pajak terutang sesuai dengan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), 
pembayaran pajak reklame dapat dilakukan oleh Wajib Pajak di Kas Umum Daerah atau 
tempat yang ditunjuk oleh walikota sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dalam 
Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD). Apabila terdapat Wajib Pajak yang belum 
melakukan pembayaran Pajak Reklame maka untuk tindakan awal penagihan Pajak 
reklame pemerintah akan mengeluarkan surat teguran dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak 
tanggal jatuh tempo pembayaran. 

Pengelolaan pendapatan pajak di Kota Bogor dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah 
(Bapenda). Badan Pendapatan Daerah merupakan salah satu perangkat daerah 
berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan. Tugas pokok Bapenda Kota Bogor 
adalah melaksanakan urusan yang berkaitan dengan Pendapatan Daerah. Bapenda Kota 
Bogor memiliki hak untuk memungut Pajak Daerah, salah satunya adalah Pajak 
Reklame. Pemungutan dan penagihan pajak reklame tentunya harus sesuai dengan 

peraturan yang berlaku. Namun tidak dapat dipungkiri dalam pelaksanaannya masih 
terdapat beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak seperti pemasangan 
reklame yang tanpa izin serta pemasangan reklame yang sudah melebihi batas waktu 
yang telah ditetapkan sebelumnya. Pemerintah daerah harus dapat memperkecil 
kemungkinan terjadinya pelanggaran tersebut dengan cara meningkatkan 
pengawasannya terhadap keberlangsungan proses pemungutan serta penagihan pajak 
reklame.  

Adapun maksud dan tujuan dalam penyusunan penelitian ini adalah: 
1. Untuk mengetahui proses pemungutan dan penagihan pajak reklame di Kota Bogor 
2. Untuk mengetahui hambatan dalam proses pemungutan dan penagihan pajak reklame 

di Kota Bogor 
 

 

METODE PENELITIAN 
Penelitian ini dilakukan dalam kurun waktu 3 (bulan). Untuk memperoleh data serta 

informasi yang diperlukan dalam penyusunan penelitian ini, pelaksanaan penelitian 
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dilakukan di Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor yang bertempat di Jalan Pemuda 
No. 31, Kec. Tanah Sareal, Kota Bogor.  Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif 
kualitatif. Data penelitian diperoleh dengan melalui cara observasi dan wawancara 
terhadap pihak-pihak yang terkait serta melalui studi literatur. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Proses pemungutan dan penagihan Pajak Reklame di Kota Bogor 
Pajak Reklame adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan reklame. Reklame 

merupakan suatu benda, alat, atau media yang menurut bentuk dan sifatnya mempunyai 
tujuan komersial. Pajak Reklame termasuk ke dalam Pajak Daerah yang dipungut oleh 
Kabupaten/Kota. Dalam Pelaksanaannya, proses pemungutan pajak reklame 
menggunakan sistem official assessment. Sistem official assessment merupakan sistem 

pemungutan pajak yang wewenang penghitungan besaran pajaknya dilakukan oleh 

aparat perpajakan sebagai pemungut pajak. Petugas Badan Pendapatan Daerah akan 
menghitung terlebih dahulu besar pajak yang harus di bayar oleh Wajib Pajak. Dalam 
Peraturan Daerah Kota Bogor No. 4 Tahun 2011 dijelaskan bahwa wajib pajak untuk 
membayar pajak reklame yang terutang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan 
menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau dokumen lain yang 
dipersamakan. Setelah Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) diterbitkan maka surat 
tersebut akan diserahkan ke Wajib Pajak. Besarnya tarif pajak reklame telah ditetapkan 
dalam Peraturan Daerah Kota Bogor No. 4 Tahun 2011, yaitu sebesar 25%. Prosedur dari 
proses pemungutan reklame di Kota Bogor adalah sebagai berikut: 

Flowchart Proses Pemungutan Pajak Reklame 

 
Sumber :  
Dari flowchart di atas, dapat dijelaskan bahwa proses pemungutan pajak reklame 

adalah sebagai berikut: 
1. Mengakses website perizinan.kotabogor.go.id 
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Sebelum melakukan pemasangan reklame, Wajib Pajak harus memiliki IPR (Izin 
Penyelenggaraan Reklame) yang dikeluarkan oleh DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal 
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu). Wajib Pajak dapat melakukan mengajukan 
permohonan Izin Penyelenggaraan Reklame secara online melalui website 

perizinan.kotabogor.go.id. berikut adalah tampilan website perizinan.kotabogor.go.id. 

 
Sumber : website perizinan.kotabogor.go.id 

Gambar Tampilan Website DPMPTSP 

2. Menginput data permohonan Izin Penyelenggaraan Reklame 
Setelah mengakses website perizinan.kotabogor.go.id Wajib Pajak dapat mengklik 

Perizinan Online kemudian Wajib Pajak melakukan login terlebih dahulu jika sudah 

mendaftar. Berikut tampilan login pada website. 

 
Sumber : website perizinan.kotabogor.go.id 

Gambar Tampilan login akun 

Setelah login Wajib Pajak dapat melakukan pengisian data untuk pengajuan 

permohonan  Izin Penyelenggaraan Reklame (IPR). Berikut tampilan pengisian data 
permohonan IPR. 
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Sumber : website perizinan.kotabogor.go.id 

Gambar Tampilan permohonan izin 
3. Mengeluarkan Izin Penyelenggaraan Reklame dan ID Reklame 

Setelah proses pengajuan permohonan selesai, petugas DPMPTSP akan memproses 
data pemohon jika data yang diajukan sudah sesuai maka DPMPTSP akan mengeluarkan 
IPR dan ID Reklame.  

 

 
 

Sumber :  
Gambar Izin Penyelenggaraan Reklame 
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4. Menerima ID Reklame 
Setelah IPR dan ID Reklame dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), maka ID Reklame atas Izin 
Penyelenggaraan Reklame akan dikirim secara elektronik kepada verifikator Pajak Badan 
Pendapatan Daerah Kota Bogor melalui email. Berikut merupakan tampilan penerimaan 
ID Reklame yang dikirim oleh DPMPTSP kepada Badan Pendapatan Daerah Kota 
Bogor. 

 

 
Sumber : 

Gambar Pengiriman ID Reklame secara elektronik 
5. Input data pada SIP-DEH 

Input data pada SIP-DEH (Sistem Pajak Daerah) dilakukan oleh verifikator pajak 
Bapenda Kota Bogor. Input data ini dilakukan setelah verifikator pajak menerima ID 
Reklame atas Izin Penyelenggaraan Reklame dari permohonan Wajib Pajak. 
Penginputan data reklame oleh verifikator pajak pada SIP-DEH melalui website e-

sptpd.kotabogor.go.id berdasarkan ID Reklame yang sudah diterima. Dengan proses 
penginputan data, pajak reklame terutang akan muncul secara otomatis di Sistem SIP-
DEH ketika verifikator pajak melakukan penginputan jenis pajak, ukuran reklame, jenis 

NSR, Jalan, kelas jalan, Lokasi pemasangan, sudut pandang, dan Masa Pajak. Berikut 
merupakan tampilan input data pada SIP-DEH. 
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Sumber :  

Gambar Input data pada SIP-DEH 
6. Proses Approval oleh Kepala Sub Bidang Verifikasi dan Penetapan atas data ketetapan 

pajak reklame pada SIP-DEH 
Melalui sistem yang sudah terintegrasi di Bapenda, dari petugas verifikator pajak yang 

sudah menginputkan data pada SIP-DEH nanti akan terintegrasi dengan SIP-DEH ID 
Kepala Sub Bidang Verifikasi dan Penetapan kemudian Kepala Sub Bidang Verifikasi dan 
Penetapan akan melakukan approval atas data ketetapan pajak reklame pada SIP-DEH. 
Approval oleh Kepala Sub Bidang Verifikasi dan Penetapan seperti yang terlihat dalam 

gambar berikut. 

 
Sumber : 
Gambar Approval oleh Kepala Sub Bidang Verifikasi dan Penetapan 
7. Mencetak nota perhitungan 

Verifikator Pajak Bapenda Kota Bogor mencetak nota perhitungan setelah proses 
approval telah dilakukan oleh Kepala Sub Bidang Verifikasi dan Penetapan atas data 
ketetapan pajak reklame pada SIP-DEH. 
8. Proses approval oleh Kepala Bidang Penetapan dan Pengolahan Data atas data 

ketetapan pajak reklame pada SIP-DEH 
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Dengan sistem yang terintegrasi pada SIP-DEH, setelah verifikator pajak mencetak 
nota perhitungan maka akan otomatis muncul di ID Kepala Bidang Penetapan dan 
Pengolahan Data untuk dilakukan proses approval terkait reklame yang diajukan 
permohonannya. Persetujuan oleh Kepala Bidang Penetapan  dan Pengolahan Data 
seperti yang terlihat dalam gambar berikut. 

 
Sumber :  

Gambar Approval oleh Kepala Bidang Penetapan dan Pengolahan Data 
9. Menerbitkan SKPD pada SIP-DEH 

Verifikator pajak akan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) pada SIP-
DEH, jika Kepala Bidang Penetapan dan Pengolahan Data telah menyetujui reklame 
yang diajukan pada SIP-DEH. Contoh Surat Ketetapan Pajak Daerah dapat dilihat pada 
gambar berikut.  

 

 
Sumber :  

Gambar Surat Ketetapan Pajak Daerah 
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10. Tandatangan oleh Kepala Badan 
Setelah Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) diterbitkan oleh verifikator pajak, 

selanjutnya SKPD akan ditandatangani secara digital oleh Kepala Badan pada SIP-DEH. 
Berikut ini terlampir proses tandatangan oleh Kepala Badan disampaikan melalui gambar 
berikut. 

 

 
Sumber :  

Gambar Tanda Tangan Digital oleh Kepada Badan 
11. Mengirim Surat Ketetapan Pajak Daerah dan Nomor Bayar 

Setelah Surat Ketetapan Pajak Daerah ditandatangani oleh Kepala Badan, SKPD 
dikirimkan kepada Wajib Pajak beserta Nomor Bayar untuk proses pembayaran pajak 
reklame. SKPD dan Nomor Bayar dikirim oleh verifikator pajak Bapenda melalui email 
kepada Wajib Pajak. Tujuan dari pengiriman email SKPD dan Nomor Bayar adalah 
untuk memberikan informasi kepada Wajib Pajak mengenai nominal Pajak reklame 
terutang yang harus dibayarkan oleh Wajib Pajak melalui Bank BJB. Contoh dari proses 
pengiriman SKPD dan Nomor Bayar terlihat pada gambar berikut. 

 
Sumber :  

Gambar Pengiriman SKPD dan Nomor Bayar 
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12. Pembayaran SKPD terutang 
Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak terutang dengan nomor bayar yang telah 

dikirimkan verifikator pajak melalui email. Wajib Pajak dapat melakukan pembayaran 
pajak reklame yang harus dibayar melalui Bank BJB dengan cara: 

a. Datang langsung ke kantor cabang Bank BJB 
b. Menggunakan Mobile Banking 

13. Mengunduh dan mencetak peneng 
Setelah selesai membayar pajak reklame yang terutang, Wajib Pajak dapat 

mengunduh dan mencetak peneng pada website perizinan.kotabogor.go.id sebagai tanda 

pelunasan pajak, kemudian peneng tersebut ditempelkan pada objek pajaknya. Peneng 
diberikan agar orang dapat melihat bahwa reklame yang dipasang telah dibayarkan 
pajaknya, karena jika hanya melalui sistem komputer hanya petugas Bapenda Kota Bogor 
yang dapat mengetahui reklame yang sudah lunas pajaknya. Isi peneng tersebut meliputi 

nama pemilik, nomor SKPD, nomor SK IPR, tanggal SK, Periode berlakunya 
pemasangan reklame, serta nomor urut. Contoh Peneng atau tanda pelunasan pajak 
terlihat pada gambar berikut. 

 
Sumber :  

Gambar Peneng Pajak Reklame 

Proses Penagihan Pajak Reklame di Kota Bogor 
Proses penagihan pajak reklame dilakukan ketika Wajib Pajak reklame telah 

menerima SKPD yang sebelumnya dikirim oleh verifikator pajak Bapenda kepada Wajib 
Pajak melalui email berupa jumlah Pajak terutang. Namun, Wajib Pajak tersebut belum 
melakukan pembayaran pajak reklame terutang sejak tanggal diterbitkannya SKPD. 

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bogor No. 4 Tahun 2011, jatuh tempo pembayaran 
pajak terutang reklame adalah satu bulan sejak tanggal diterbitkannya SKPD. Proses 
penagihan pajak reklame ini dilakukan oleh Bapenda dengan menerbitkan Surat Tagihan 
Pajak Daerah (STPD) yang dilakukan jika pajak yang terutang tidak atau kurang bayar 
dan/atau Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda. 
1. Prosedur Proses Penagihan Pajak Reklame di Kota Bogor 

Proses penagihan pajak reklame akan dilakukan jika terdapat utang pajak yang belum 
dibayar. Prosedur proses penagihan pajak reklame di Kota Bogor adalah sebagai berikut. 
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Flowchart Proses Penagihan Pajak Reklame 

 
 

Sumber : 
a. Timbul Utang Pajak 

Petugas Bapenda akan melakukan pengecekan data melalui sistem jika ada Wajib 
Pajak yang belum melakukan pembayaran. Proses penagihan pajak reklame dilakukan 
jika terdapat utang pajak. Utang pajak akan timbul sejak diterbitkannya Surat 
Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), jika dalam jangka waktu lebih dari 30 hari sejak 
tanggal diterbitkan SKPD utang pajak tersebut tidak dilunasi maka wajib pajak akan 
dikenakan sanksi administratif sebesar 2% dari pajak terutangnya. Namun, jika utang 
pajak dilunasi dalam jangka waktu 30 hari sejak tanggal penerbitan SKPD maka wajib 
pajak tidak dikenakan sanksi administratif. Untuk Pajak Reklame yang belum 
dibayarkan setelah melewati tanggal jatuh tempo sudah terekam dalam menu 
Penagihan pada SIP-DEH. 

 
Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor 2023 

Gambar Menu Penagihan dalam SIP-DEH 
b. Surat teguran 
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Sebagai langkah awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak maka pemerintah 
akan mengeluarkan surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis dalam 
waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pajak. Wajib Pajak harus membayar 
pajak yang terutang dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal surat teguran atau surat 
peringatan diterbitkan. 
c. Penertiban Reklame 

Jika Pajak terutang tidak kunjung dibayarkan maka akan dilakukan penertiban 
Reklame. Penertiban yang dilakukan berupa dapat penutupan reklame ataupun 
pembongkaran reklame yang dilakukan oleh bagian penertiban pada Badan 
Pendapatan Daerah Kota Bogor ataupun dengan melakukan operasi gabungan 
bersama dinas lain. Adapun untuk jumlah pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak 
ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% setiap bulan untuk 
paling lama 15 bulan sejak terutangnya pajak. 

2. Upaya hukum yang dapat dilakukan Wajib Pajak 
Dalam Peraturan Daerah Kota Bogor No. 4 Tahun 2011 disebutkan bahwa Wajib 

Pajak dapat mengajukan upaya hukum atas SKPD, SKPDLB, Pemotongan atau 
Pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan 
perpajakan. Upaya hukum biasanya diajukan karena tidak sependapat dengan jumlah 
pajak terutang yang ditetapkan dengan surat ketetapan tersebut. Bapak Ferry Mauluddin 
menjelaskan hingga saat ini belum ada Wajib Pajak yang mengajukan Keberatan atau 
Banding. 

Hambatan dalam proses pemungutan dan penagihan Pajak Reklame di Kota Bogor 
Dalam proses pemungutan dan penagihan pajak reklame tentu saja terdapat 

hambatan. Di Kota Bogor terdapat beberapa rintangan dalam proses pemungutan dan 
penagihan pajak reklame. Rintangan tersebut antara lain sebagai berikut: 
1. Kesulitan menemui wajib pajak 

Petugas Bapenda menemui hambatan untuk menemui Wajib Pajak ketika terjadi suatu 
permasalahan yaitu Wajib Pajak tidak melakukan proses pembayaran ataupun yang tidak 
memiliki izin reklame. Petugas mengalami kesulitan untuk menemui Wajib Pajak karena 
tidak sedikit objek pajak reklame yang di pasang di toko-toko, sementara subjek pajaknya 
melalui pihak ketiga/vendor reklame. Petugas Bapenda jadi tidak bisa langsung 
mengetahui siapa wajib pajaknya ketika terdapat reklame yang dipasang. Jadi, proses 
pemungutan dan penagihan pajak reklame menjadi terhambat dikarenakan sulitnya 
menemui Wajib Pajak. 
2. Domisili Wajib Pajak dan pihak ketiga/vendor yang tidak berada di Kota Bogor 

Hambatan kedua yang dirasakan oleh petugas Bapenda yaitu dalam proses 
penyampaian informasi mengenai reklame yang sudah dipasang. Dimana Wajib Pajak 
ataupun pihak ketiga tersebut jangkauannya tidak berada di Kota Bogor. Sehingga 

kesulitan dalam menghubungi wajib pajak untuk menyampaikan informasi maupun 
memungut pajak reklame. 
3. Jumlah personil tim pajak reklame yang terbatas 

Hambatan yang ketiga adalah terbatasnya jumlah personil tim pajak reklame. Dengan 
terbatasnya jumlah personil sementara jumlah reklame yang terpasang sangat banyak 
membuat proses penagihan pajak reklame menjadi belum maksimal. Jika terdapat objek 
reklame yang dipasang tidak sesuai dengan ketentuan maka akan dilakukan penertiban 
sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 1 Tahun 2015 tentang 
Penyelenggaraan Reklame. 

Upaya pemerintah dalam mengatasi hambatan dalam proses pemungutan dan 

penagihan Pajak Reklame di Kota Bogor 
Setiap hambatan tentu dapat diatasi, namun tergantung pada bagaimana cara 

menyikapinya. Meskipun Bapenda Kota Bogor memiliki hambatan dalam proses 
pemungutan dan penagihan pajak reklame, Bapenda Kota Bogor tetap berupaya untuk 
mengatasi hambatan yang ada dengan cara berikut: 
1. Melakukan tindakan penutupan reklame dan ancaman tindakan pembongkaran 

reklame 
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Pemerintah Kota Bogor melakukan upaya dalam penagihan pajak reklame dengan 
cara melakukan tindakan penutupan reklame serta ancaman tindakan pembongkaran 
reklame. Upaya tersebut merupakan tindakan yang efektif dalam penagihan pajak 
reklame yang sudah melewati jatuh tempo pembayaran. Bapenda juga melakukan 
Publikasi mengenai penindakan penutupan dan pembongkaran reklame sebagai salah 
satu upaya dalam proses penagihan pajak reklame yang memiliki efek jera kepada wajib 
pajak serta dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk memiliki izin reklame serta 
membayar pajak reklame. Tindakan penutupan reklame dapat dilihat pada Gambar 
berikut. 

 
Gambar Tindakan Penutupan Reklame 
Sumber : 

2. Bersikap Proaktif dalam menghubungi Wajib Pajak 
Dalam mengatasi hambatan yang kedua, yaitu domisili wajib pajak ataupun pihak 

ketiga yang tidak berada di Kota Bogor, petugas akan melakukan upaya yang lebih 
proaktif dalam penyampaian informasi dengan menghubungi Wajib Pajak melalui email 
ataupun whatsapp. 
3. Berkoordinasi dengan Petugas Perangkat Daerah Lainnya 

Untuk mengatasi hambatan yang ketiga yaitu, terbatasnya jumlah personil tim pajak 
reklame yang terbatas, Bapenda Kota Bogor aktif berkoordinasi dengan petugas 
perangkat daerah lainnya seperti dengan Dinas Perijinan untuk mendapatkan informasi 
mengenai pihak ketiga atau vendor reklame yang ada di Kota Bogor sehingga informasi 
himbauan maupun teguran pajak reklame dapat tersampaikan kepada pihak ketiga atau 

vendor reklame. Serta koordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan 
operasi gabungan untuk penertiban reklame yang tidak berizin, belum membayar pajak 
reklame atau melanggar peraturan. 

Potensi Pajak Reklame di Kota Bogor 
Berbagai upaya telah dilakukan oleh Bapenda Kota Bogor dalam menghadapi 

hambatan dalam proses pemungutan dan penagihan pajak reklame di Kota Bogor. Upaya 
tersebut dapat dikatakan berhasil karena dapat dilihat dari tercapainya target penerimaan 
pajak reklame dalam lima tahun terakhir. Target dan realisasi Pajak Reklame di Kota 
Bogor selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut. 
Tabel 3. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Reklame di Kota Bogor 

Tahun Target Penerimaan  Realisasi Penerimaan  

2018 10.500.000.000 10.926.253.439 

2019 11.000.000.000 11.708.055.331 

2020 6.349.066.936 8.859.838.240 

2021 10.200.000.000 10.540.761.568 

2022 11.500.000.000 11.924.969.851 
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Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor 
Penggalian potensi pajak reklame setiap tahunnya selalu melewati target penerimaan. 

Di tahun 2018 hingga 2019 realisasi penerimaan pajak reklame mengalami kenaikan, 
namun target penerimaan pajak di tahun 2020 mengalami penyesuaian karena 
berlangsungnya pandemi Covid-19. Pandemi Covid-19 memberikan dampak besar 
terhadap penerimaan pajak, dengan dapat dilihatnya banyak reklame yang kosong. Oleh 
karena itu, pemerintah daerah melakukan penyesuaian target penerimaan pajak reklame 
untuk tahun 2022 sebagai dampak adanya pandemi Covid-19. Di tahun 2021 dan 2022 
target serta realisasi penerimaan pajak reklame mengalami peningkatan. Staff Bapenda 
juga menjelaskan bahwa pemerintah daerah tidak dapat menaikkan target secara 
signifikan dikarenakan adanya digitalisasi sehingga banyak pemasaran yang dilakukan 
melalui media online. 
 

PENUTUP 
Proses pemungutan Pajak Reklame di Kota Bogor telah sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku yaitu Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2011. Pemungutan Pajak Reklame 
dilakukan menggunakan sistem official assessment dengan penetapan jumlah pajak terutang 

oleh petugas. Pajak yang dibayarkan akan masuk ke kas daerah sebagai salah satu sumber 
PAD (Pendapatan Asli Daerah). Proses penagihan pajak reklame yang dilakukan oleh 
Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor telah sesuai dengan Peraturan Daerah No. 4 
Tahun 2011. Proses penagihan pajak reklame sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan 
yang berlaku sehingga sampai saat ini belum ada Wajib Pajak yang mengajukan upaya 
hukum atas keputusan yang ditetapkan Bapenda Kota Bogor seperti keberatan ataupun 
banding. 

Dalam pelaksanaan pemungutan dan penagihan Pajak Reklame di kota Bogor, masih 

terdapat beberapa hambatan yang dihadapi. Hambatan tersebut di antaranya adalah 
kesulitan menemui Wajib Pajak dan pihak ketiga atau vendor reklame, domisili Wajib 
Pajak dan Pihak ketiga/vendor reklame yang tidak berada di Kota Bogor, serta 
terbatasnya jumlah personil tim pajak reklame.  Bapenda Kota Bogor telah melakukan 
upaya dalam mengatasi hambatan proses pemungutan dan penagihan Pajak Reklame di 
Kota Bogor dengan melakukan tindakan penutupan serta ancaman tindakan 
pembongkaran reklame sebagai tindakan efektif dalam penagihan Pajak Reklame, 
bersikap proaktif dalam menghubungi wajib pajak, serta Bapenda Kota Bogor juga 
melakukan koordinasi dengan petugas perangkat daerah lainnya sebagai langkah dalam 
mengatasi hambatan yang dihadapi. Berdasarkan data yang ada, potensi Pajak Reklame 
di Kota Bogor sudah hampir tergali seluruhnya. Hal ini dapat dilihat pada tercapainya 
target penerimaan pajak reklame di kota bogor setiap tahunnya. Namun, target 
penerimaan pajak reklame pada tahun 2020 telah disesuaikan mengingat kondisi pada 

saat itu terjadi pandemi Covid-19 yang berdampak terhadap penerimaan pajak reklame. 
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